BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian di atas dapat dikemukakan kesimpulan sebagai
berikut:

1. Latar belakang hakim memutus itsbat nikah terpadu adalah supaya para
pihak yang berperkara mendapatkan pengakuan dari negara secara hukum
jelas tercatat, adanya pengakuan sah dari masyarakat sudah memiliki buku
nikah atau akta lahir anak dan ketenangan mental bagi pasangan suami istri,
serta dalam Islam mengenal magasid syariyah yakni hifdzun an-nafs
menjaga sebuah keturunan itu penting adanya. Nikah resmi dan akta lahir
resmi, tentunya harapan mendapatkan keturunan yang baik. Dengan tujuan
sebagai bentuk tanggungjawab negara memberi kepastian dan perlindungan
hukum bagi masyarakat, maka dengan itsbat nikah terpadu dapat memberi
kemaslahatan dan kemanfaatan bagi pasangan suami isteri.

2. Aplikasi istbat nikah terpadu di Pengadilan Agama dalam prosesnya
menunjukkan bahwa itsbat nikah terpadu dilaksanakan secara cepat dengan
prinsip one day one service one day one minut dan one day one pablis.
Hakimnya tunggal, proses pemanggilan secara kolektif, tempat sidang
fleksibel dan biaya gratis sebagai bentuk pelayanan yang diberikan negara
kepada masyarakat dengan pola integarted service (layanan terpadu) antara
Pengadilan Agama, KUA dan Disdukcapil. Pengaturan Itsbat nikah terpadu

di Pengadilan Agama dilakukan dengan prinsip pelayanan mudah, yaitu



mampu mengatasi birokrasi kepemilikan hak identitas hukum yang berbelit-
belit dengan kemudahan layanan melalui keterlibatan birokrasi terkait di
Pengadilan Agama.

3. Implikasi itsbat nikah pada perkawinan di atas ada dua hal yaitu implikasi
positif dan implikasi negartif. Implikasi positif yakni adanya bukti
perubahan hukum dari kekosongan hukum menjadi adanya hukum dan
pergeseran nilai tasry ke perbuatan takwin (tujuan kemaslahan dapat
tercapai). Sedangkan implikasi negatif yakni terjadinya penyelewengan
norma-norma yang berkembang dimasyarakat seperti hal diatas.

B. Saran-saran

1. Diharapkan masyarakat tidak melakukan nikah dibawah tangan kecuali
dharurat, kendati dengan terselenggaranya itsbat nikah terpadu ini hak
memperoleh identitas hukum berupa akta nikah, akta lahir dan pengurusan
surat-surat untuk keperluan tersebut menjadi mudah diperoleh/dimiliki
sehingga itsbat nikah terpadu merupakan solusi yang diberikan Negara
kepada masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum.

2. Pembuktian berlangsungnya perkawinan melalui itsbat nikah terpadu mesti
diperjelas dengan seksama sehingga tidak menjadi modus bagi pihak yang

mengambil kewenangan.
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